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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG AL
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJ
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kepari

~wisataan Daerah yang berdayaguna dan
berhasilguna, dipandang perlu untuk
menata kembali Organisasi dan Tata-
kerja Dinas Pariwisata yang ada seba
gai upaya pembinaan dan penyempurnaan
vang lebih terarah dan terpadu ;

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
1993 tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah
Tingkat I dan Dinas Pariwisata Ting
kat II, maka Peraturan Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Selatan Nomor 11 Tahun 1991 tentang
Pembentukan, Susunan Qrganisasi dan
Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
 yang disahkan dengan Surat Keputusan
Cubernur Kepala Daerah - Tingkat I
Kalimantan Selatan tanggal 10 Maret
1992 Nomor 94/SK-1/KUM dan diundang
kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
‘Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
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~Mengingat

' Kalimantan

. Undang-undang Nomor

1979 tentang Peny

Nomor 3 Tahun 1992 pada tanggal 23
Maret 1994 Seri D Nomor Seri 3 sudah

tidak sesuail lagi, untuk itu perluy
ditinjau dan ditetapkan kembali ;

bahwa untuk maksud tersebut pada

" huruf a dan b konsideran ini- perlu

diatur dan ditetapkan kembali.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

pembentukan Daerah Tingkat TII -Di
( Lembaran Negara Tahun

1959 Nomor
Negara Nomor 1288 ) i

5 Tahun '1974
pemerintahan Di

tentang Pokok-pokok
gara Tahun 197

Daerah ( Lembaran Ne

72, Tambahan L mbaran

srelr il it gl -
3y dﬂ‘m’\m'@"“'&'%-g.ﬂ, B

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037 ) i
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
tentang Pokok-p
baran Negara Ta
bahan Lembaran Negara

hun 1974 Nomor 55, Tam
Nomoxr 3Q41

Undéng-undang Nomor 9. Tahun 1990

tentanQA.Kepariwisataan ( Lembaran
Negara Tahun_1990 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3427 )

peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
erahan Sebagian Uru
can Pemerintah Dalam Bidang Kepariwl-
sataan - Kepada Daera
baran Negara Tahun 1
bahan Lembaran Negara NOmO

Keputusan.Meﬁteri Dalam'Negeri meOF fﬁ
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organt

sasi Dinas Daerah ;
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7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organi
sasl dan Tatakerja Dinas Pariwisata
Daerah Tingkat I dan Daerah Tlngkat
IT -

8.

Keputusan Menteri Dalam Negéri Nomor
84 .Tahun 1993 tentang Bentuk Peratur

an Daerah dan Peraturan Daerah Peru
bahan ;

O

Peraturan . Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Kallmantan Selatan Nomor 14
Tahun 1990 tentang Penyerahan Seba
gian Urusan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada
Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSEKAN _
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN. o

BAB I T
KETENTUAN UMUM :

A

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan ; -

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerlntahl Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan P

3
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c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Hulu Sungai Selatan j e ‘

d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungail Selatan ; o

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwlsata
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungal Selatan ;

£. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungal Selatan.

BAB - II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN
TUGAS DAN FUNGSI

1 - Bagian Pertama -
| ‘ Pembentukan

Pasal 2

-Pariwisata. = ¥ ‘ ‘

| .

l Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Dinas

| Bagian Kedua
| Kedudukan

| .

|

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerin
tah Daerah -

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh
Dinas yang berada di baw
kepada Kepala Daerah. o

seorang Kepala
ah dan bertanggungjawab

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pésal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah
dan tugas pembantuan dibidang Kepariwisataan.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pasal 4 Peraturan Daerah ini,

mempunyai fungsi :

a.

(1)

Bagian Keempat
Pungsi

Pasal 5

Dinas Pariwisata

melaksanakan ksbijaxsanzan operasionil, pemberian
pimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan
sesuai kebijaksanaan yang diterapkan oleh Fepala
Daerah berdasarkan péeraturan perundang-undangan

yvang berlaku ;
memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan 1ugas
pokoknya sesuai dengan kebijaksnaan yang diterap

kan oleh Kepala Daerah menurut paraturan perun
dang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas osariwigata terdiri dari:

a. Kepala Dinas ;
Sub Bagian Tata Usaha ;

b.
c. Seksi Obyek dan Daya Tarik wWisata ;
d. Seksi Sarana Pariwista ;
a. Seksi Pemasaran dan Penyulunan Wisata ;
£. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata acalah
sebagaimana rerlampir dan merupakan bagiaa vidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
zagian Kedua
Unsur-unsur Dinas Pariwisata

paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

wn
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"~ Untuk menyeleng

(1) Urusan Umum mempunyai

Qo

pasal ¥

cub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas melagy,
kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan nlan
tangga, perencanaail; administrasi keuangan gﬂl
kepegawaian. : ' R an

pasal 8 :
garakan tugas sebagaimana 'aifﬁ‘ak?sm

7 Peraturan Daerah 1ini, Sub Bagian Tata Usaha

Pasal
mempunyai fungsi = |
a2 . melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dap
rumah tangga : . -
' rencanaan kegiatan Dinas ;

melakukan urusan pe

melakukan urusan keuangan ; .
melakukan urusan pembinaan kepegawaian Dinas.

pasal . 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

‘a. Urusan Umum ;'

b. Urusan Perencanaan ;
c. Urusan Keuangan.

lPasalr 10

tugas melakukan urusan

surat menyurarn, pengetikan,‘penggandaan, perleng
kapan dan rumah tangga dan kepegawaian Dinas.

(2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan,
mengolah, mengkoordinasikan dan mensistimasikan

| rencana kegiatan Dinas. ‘

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

pengeleolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

. Paragraf 2
Sgks; Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata i =
L mempunyai tugd?
menyiapkan bahan pembinaan, pengembanggnyaan pemar
tauan obyek dan daya tarik wisata.

————
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Pasal 12

yntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya

Tarik Wisata mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek
wisata, atraksi W1sata, rekreasi dan hiburan umum;

b. menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan obyek
wisata, atrak81 wisata, rekreasi dan hiburan umum;

c. memantau dan mengevalua51 keglatan obyek w1sata,
atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;

d. menyusun bahan laporan pelaksanaan  pembinaan,

- pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan. -

Pasal 13
Seksi Obyek dan Daya Tarik Wlsata terdlrl darl

a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;

c. Sub Sek51 Rekrea31 dan Huburan Umum

Pasal 14

(1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpul .
kan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan..,
dan perizinan serta pemantauan obyek wisata. :

(2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyail tugas mengum
pulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan lapor
an dan perizinan serta pemantauan atraksi wisata.

(3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai
tugas mengumpulkan serta menyusun bahan pembi
naan, bahan laporan dan perizinan serta peman
tauan rekrea51 dan hiburan umum.

Paragraf v
Seksi Sarana Pariwisata

— -

Pasal 15
Seksi Seksi Sarana Pariwisata »mempunyai - tugas

menyiapkan bahan. pemblnaan pengembangan - dan peman
tauan sarana dan tenaga kerja par1w1sata
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pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dip

Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarang

sata mempunyai fungsi

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan g
serta tenaga kerja pariwisata ;

b. menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan g)
dasi, rumah makan dan bar dan ketenagakerjaan +Omo

c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan '
pengefibangan sarana dan tenaga kerja pariwisatg .

d. menyusun bahan laporan pelaksanaan Pembinaa'
pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiataq, n,

aksuyq
Pariwi

arang

Pasal 17

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari
a. Sub Seksi Zkomodasi ;

b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;

c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

Pasal 18

(1) Sub Seksi Akomodasi orang mempunyai tugas mengum
pulkan dan menyusun baghan pembinaan, bahan
laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.

(2) Sub Seksi Rumeh Makan dan = Bar mempunyal tugas
mengumpulkan dan menyusun baham pembinaan, bahan
laporan dan perizinan rumah makan dan bar. '

(3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengum
pulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan lapor
an dan perizinan serta pemantauan tenaga kerja
pariwisata.

Paragraf 4
Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

Pasal 19

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas
menyiapkan bahan .pembpinaan, pengembangan dan peman
tauan pemasaran dan penyuluhan wisata. - '
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Pasal 20

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pasal 19 Peraturan Daerah ini,

Seksi Pemasaran dan

penyuluhan Wisata mempu nyai fungsi

a.
b.

C.

menyiapkan. bahan pembinaan,
saran dan penyuluhan wisata ;
memantau dan mengevalua
penyuluhan wisata ;

menyusun bahan - laporan pelaksanaan pembinaan,
pengembangan, pemantauan evaluasi kegiatan.

pengembangan  pema

si kegiatan pemasaran dan

Pasal 271

geksi Pemasaran dan Penyuluhan WiSata terdiri dari

a. Sub Seksi Promosi ; 4
b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
Sub Seksi Bimbinag Wisata.

cC.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 22

Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan,
menyusun bahan pembinaan dan 1laporan: serta
kegiatan promosi. | 5

Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas
mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan
pelayanan informasi. .

Sub Seksi Bimbingan Wisata ~ mempunyai tugas
mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan
serta kegiatan bimbingan wisata.

Paragraf 5
Unit Pelaksana_Teknis Dinas

Pasal - 23

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas-adalah
unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan’
oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria
yang ditetapkan kemudian. o ,
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja = UPTP
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. "
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Paragraf 6
Kelompok Japatan Fungsional

pasal 24

Kelompok Jabatan -Fungsional fmigginygi_ﬁ tjlg;s. melakg,
n;kan gebagiall tugas dan ke;ug'-"dan s PariwiSata
sesual dengar keahliall dan K¢ uhan. &

Pasal 25

ok Jabatarn gsiona =2De imak

(1) Kelor:erP 24 peraturall D_aer_ah 1{1;.5 tterdiri d:gcii
.amlah tenads dalam jenjang jao&ran fungsio

seju i dalam perbagai kelompok -SESﬁgi

keahliannya. B e

1 tersebut pada ayat (1) Pasal ipj
dipimpln oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh Kgpala Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungs:Lonal tersebut ayat (1) Pasal
ini ditentukan perdasarkan kebutuhan dan bebap

(2) Setiap _kelompo

kerja. o _ .
jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana

(4) Jenis Fu .
dimaksud ayat (1) Ppasal 1ini, diatur sesuai pera
turan perundang—undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan CTugas Pimpinan Satuan Organisasi
dalam lingkungan Dinas pariwisata wajib menyeleng
garakan koordinasi, integrasi dan <inkronisasi bal
dalam lingkungan masing-masing maupul antar satual
organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

1ingkul:l§F=m
n dan mens.
s mbing®

S?tlap Plr'npgi.nan satuan organisasi. dalam
}Izlnas_ Pariwisata. bertanggungjawab memimpi
doordlnas%kan bawahannya serta memberikan b
an petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas -

10
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Pasal 28
getiaP pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Dinas par;w1sata bertanggungjawab kepada atasannya
rqasing-masn.ng serta menyampaikan laporan tepat pada

waktunya' '
| 'BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
- DALAM JABATAN :

Pasal 29

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

cubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan
gelatan atas usul Kepala Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur .
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas
usul Kepala Daerah. o
Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Sub Seksi
jangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas

‘usul Kepala Dinas.

BA B - HAVI £.7
- PENUTUP =
- Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

 ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur

kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah. - |
Dengan berlakunya Peraturan ‘ Daerah ini maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu

‘Sungai Selatan Nomor “11 ‘Tahun 1991 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi Tatakerja Dinas .

Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat ~II Hulu -

Sungai Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Daerah ini -mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. | q

11
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Agar setiap orang mengetahuinya, memey;
pengundangan Peraturan Daerah ini dengap pnetahkan
tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daer,

. Ilem
ah ;- "Pa.
II Hulu Sungai Selatan. : Tinmmt

Ditetapkan di 'Kandangan
Pada tanggal 16 Nbpembefl
996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  BUPATI KEPALA Dag

DAERAH KABUPATEN DAERAH HULU SUNGAI s§i§£n<lx
TK II HULU SUNGAI SELATAN - :
’ Ketua, ' .
Cap. , Cap. |
ttd. . ttq -
SOEDARNO | Drs. H. SAIDUL wyppgy,

Disahkan oleh Gubernur Kepala
-Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor : 20 Tahun 1996
- Tanggal : 16 Nopember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan

Nomor : 7 , :

Pada tanggal : 2 Desember 1996

TINGKAT IT

Salinan sesuai dengan Aslinya

. Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,
. ARSYAD zmé EAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

oo, :
SNV e '
“J0Al S pembina Ugama Muda
NIP. 010 045 675
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